
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pcrbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembcntukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barnt (Berita Negara Tahun 
1950); 

Mengingat 

bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka 
penyesuaiannya terse but perlu ditctapkan · kcmbali 
dengan Pcraturan Bupati. · 

bahwa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk 
Tahun Anggaran 2015 semula telah ditctapkan rnelalui 
Pcraturan Bupati Bekasi Nomor I Tahun 2015, 
namun untuk Tahun Anggaran 2016 pelaksanaannya 
perlu disesuaikan kembali; 
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c. 

a. bahwa sesuai Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 
Pcmerintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang Tata Cara 
Pcmberian dan Pemanfaatan lnsentif Pungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka tcrhadap instansi 
pelaksana pcmungutan rctribusi daerah dibcrikan 
lnsentif yang diberikan sebagai penghargaan atas 
kinerjanya dalam melaksanakan pemungutan retribusi 
daerah; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH 

TENT ANG 

NOMOR 3 TAHUN 2016 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

. -· 



13. Pcrut urun Dacruh Kabu p.ucn Bckn si Nurnor 8 Tuhun 
2015 ten tang Anf',~:1ran Pvndapatnn dan Bclunja Dacrah 
Tahu n t.ng~~aran 20 I(> [Lvmbnrun Dacrnh Kubu paten 
Bckasi Tuhun 20 I 5 Nornor g). 

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 
2014 tcntang Organisasi Pcrangkat Dacrah Kabupatcn 
Bckasi (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Bckasi Tahun 2014 
Nomor 8); 

11. Pcraturan Dcarah Kabupatcn Bckasi Nomor 9 Tahun 
2013 Ten tang Penataan dan Retribusi Pcngcndalian 
Mcnara Tclekomunikasi di Kabupatcn Bckasi ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Bckasi Tahun 2013 Nomor 9 ); 

10. Pcraturan Dacrah Kabupaten Bckasi Nomor 3 Tahun 
2013 ten tang Retribusi Perpanjangan Izin Mcmpekerjakan 
Tenaga Kerja Warga Negara Asing ( Lcmbaran Daerah 
Kabupatcn Bckasi Tahun 2013 Nomor 3 ); 

9. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Bckasi Nomor 6 Tahun 
2011 Tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Perubahan Alas Pcraturan Daerah 
Kabupatcn Bckasi Nomor 6 Tahun 2011 Ten tang Rctribusi 
Dacrah ( Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Bckasi Tahun 
2014 Nomor 7); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2008 tcntang Urusan Pcmcrintahan Kabupatcn Bckasi 
(Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Bckasi Tahun 2008 Nomor 
6); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
scbagaimana tclah bcbcrapa kali diubah tcrakhir dcngan 
Pera tu ran Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Pcrubahan Kcdua Atas Pcraturan Mentcri Dalam 
Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman 
Pengelolaan Keuangan Dacrah; 

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbagian Urusan Pcmcrintahan antara Pcmerintah, 
Pcmcrintahan Dacrah Provinsi dan Pcmerintahan Dacrah 
Kabupatcn/Kota (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

4. Und ang-Uridang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

5. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang 
Pcmbcrian dan Pcmanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
dan Rctribusi Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 
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(2) Inscntif scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan kcpada : 

(1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pcmungutan rctribusi. 

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

BAB II 

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kcgiatan mulai dari pcnghimpunan data 
objek dan subjck pajak dan rctribusi, pcncntuan bcsarnya pajak atau rctribusi 
yang terutang sampai kcgiatan penagihan pajak atau rctribusi kepada Wajib 
Pajak atau wajib Retribusi scrta pcngawasan pcnyetorannya. 

8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah scbagai pembayaran alas jasa atau 
pembcrian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

7. Inscntif pcmungutan rctribusi dacrah yang sclanjutnya discbut insentif adalah 
tambahan pcnghasilan yang dibcrikan scbagai pcnghargaan atas kinerja 
tertentu dalam melaksanakan pcmungutan rctribusi. 

6. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah pelaksana pcmungutan retribusi yang 
selanjutnya disebut SKPD pelaksana adalah SKPD di lingkungan Pcmerintah 
Daerah yang melaksanakan pemungutan rctribusi daerah , 

5. Koordinator pcngclola kcuangan dacrah adalah Sckrctaris Dacrah yang 
merupakan pcjabat yang bcrtindak sclaku koordinator pcngclolaan keuangan 
daerah. 

4. Pcnanggung jawab pcngelola kcuangan dacrah adalah Bupati clan Wakil Bupati 
yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan 
daerah. 

Pasal2 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bckasi dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyclcnggara Pcmcrintah Dacrah. 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI DAERAH. 

Menetapkan 

M E MU T U S KAN: 



4. sampai dcngan triwulan IV : 100% (scratus pcrscratus) 
b. Apabila pada akhir triwulan rcalisasi mcncapai 25% (dua puluh lima 

perseratus) atau Iebih, inscntif diberikan pada triwulan II; 
c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima 

perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan It; 
d. Apabila pada akhir triwulan II rcalisasi mcncapai 60% (cnam puluh pcrseratus), 

insentif diberikan untuk triwulan I yang bclum dibayarkan pada triwulan II; 
e. Apabila pada akhir triwulan II rcalisasi kurang dari 60% (enam puluh 

perseratus), insentif untuk triwulan II bclum dibayarkan pada awal triwulan III; 
f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 90% (sembilan puluh 

pcrseratus), inscntif tidak dibcrikan pada awal triwulan IV; 
g. Apabila pada akhir triwulan III rcalisasi mcncapai 90% (sembilan puluh 

perseratus) atau lebih, inscntif dibcrikan pada triwulan IV; 
h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mcncapai 100% (seratus perseratus] 

atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; 

: 60% (enam puluh perseratus) 
: 90% (scmbilan puluh perseratus) 

2. sampai dengan triwulan II 
3. sampai dengan triwulan Ill 

a. Rencana penerimaan retribusi per triwulan ditetapkan sebagai berikut: 
1. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima perseratus) 

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pencapaian rencana 
penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah, yang dijabarkan sccara triwulanan dcngan kctentuan scbagai berikut: 

Pasal 4 

(1) SKPD pclaksana pcmungut rctribusi dibcrikan inscntif apabila mcncapai kinerja 

tertentu. 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 

triwulan pada awal triwulan bcrikutnya yang dihitung berdasarkan tahapan 
penerima tiap jenis Rctribusi yang telah disetor ke Kas Daerah. 

(3) Dalam hal target kincrja suatu triwulan tidak tcrcapai, inscntif untuk triwulan 
tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target 

kinerja triwulan yang ditentukan. 
(4) Dalam hat target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, 

tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. 

Pasal 3 

a. Pejabat dan pcgawai pada SKPD pclaksana pcmungut retribusi scsuai dengan 

tanggung jawab masing-masing. 

.. 



(1) Kepala SKPD pelaksana pcmungut rctribusi menyusun penganggaran insentif 
pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 6. 

(2) Pcnganggaran inscntif pcmungutan rctribusi scbagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan bcrdasarkan 
jenis belanja pegawai, obyck belanja inscntif pcmungutan retribusi serta rincian 
obyek belanja retribusi. 

BABV 

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal8 

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan besarnya 
pembayaran inscntif scbagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat ( 1) ditctapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

(1) Besarnya insentif ditctapkan sebesar 5% [lima pcrseratus) yang dihitung dari 
rencana penerirnaan retribusi daerah yang telah disctorkan kc Kas Daerah. 

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah tahun anggaran bcrkcnaan. 

BAB IV 

BESARAN INSENTIF 

Pasa16 

Inscntif bcrsumbcr dari pcndapatan rctribusi scbagaimana tclah ditetapkan dalarn 
Pera tu ran Daerah yang mengatur mcngcnai jenis dan besaran retribusi. 

BAB Ill 
SUMBER INSENTIF 

Pasal 5 

i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% [seratus perseratus) 
tetapi )ebih dari 90% (sembilan puluh pcrscratus), lnsentif diberikan untuk 
triwulan III dan triwulan sebelumnya yang bclum dibayarkan. 
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SERITA OAERAH KASUPATEN BEKASI TAHUN 2016 

KABUPATEN BEKASI, 

Diundangkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 29 Januari 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ttd 

Pasa112 

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 

tentang lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 11 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pemberian insentif diberikan terhitung mulai bulan Januari 2016 

Pasal 10 

BABVI 

KETENTUAN PERALIHAN 
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